
 
 
 
 
 
 

 

 

 

BUPATI BULUKUMBA 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

 

PERATURANBUPATIBULUKUBA 

    NOMOR 18 TAHUN 2016 

 

TENTANG 
 

PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  

PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA 

DI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BULUKUMBA, 

 

Menimbang 

 

 

 

: bahwauntukmelaksanakanketentuanPeraturanMenteriKeseha

tanNomor28Tahun 2014 tentangPedoman Pelaksanaan 

ProgramJaminanKesehatanNasionalUntukJasaPelayananKese

hatandanDukunganBiayaOperasionalPadaFasilitasKesehatan 

Tingkat PertamaMilikPemerintah Daerah, 

makaperlumenetapkanPeraturanBupatitentangAlokasi Dana 

KapitasiJaminanKesehatanNasionalPadaFasilitasKesehatanTi

ngkat Pertama di KabupatenBulukumbaTahun 2016;  

 

Mengingat : 1. Undang–UndangNomor 29 Tahun 1959 

tentangPembentukan Daerah Tingkat II di 

Sulawesi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 74, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-UndangNomor 40 Tahun 2004 

tentangSistemJaminanSosialNasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4456);  

3. Undang-UndangNomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan 

(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 

114, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063);  



 
 
 
 
 
 

4. Undang-UndangNomor 24 Tahun 2011 

tentangBadanPenyelenggaraJaminanSosial (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5256); 

5. Undang–UndangNomor 23 Tahun 2014 

tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali 

terakhirdenganUndang–UndangNomor9Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015Nomor58, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor5679); 

6. PeraturanPresidenNomor 12 tahun 2013 

tentangJaminanKesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) 

sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPresidenNomor 

111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 255); 

7. PeraturanPresidenNomor 32 Tahun 2014 

tentangPengelolaandanPemanfaatan Dana 

KapitasiJaminanKesehatanNasionalPadaFasilitasKesehata

n Tingkat PertamaMilikPemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);  

8. PeraturanMenteriKesehatanNomor 69 Tahun 2013 

tentangStandarTarifPelayananKesehatanPadaFasilitasKese

hatan Tingkat PertamadanFasilitasKesehatan Tingkat 

LanjutanDalamPenyelenggaraan Program 

JaminanKesehatan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 1392);  

9. PeraturanMenteriKesehatanNomor 71 Tahun 2013 

tentangPelayananKesehatanPadaJaminanKesehatanNasio

nal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

1400); 

10. PeraturanMenteriKesehatanNomor 19 Tahun 2014 

tentangPenggunaan Dana 

KapitasiJaminanKesehatanNasionalUntukJasaPelayananK



 
 
 
 
 
 

esehatandanDukunganBiayaOperasionalPadaFasilitasKese

hatan Tingkat PertamaMilikPemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);  

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI  TENTANG ALOKASI DANA KAPITASI 

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS 

PELAYANAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN 

BULUKUMBA TAHUN 2016. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

 

DalamPeraturanBupatiini yang dimaksuddengan: 

1. Daerah adalahKabupatenBulukumba. 

2. PemerintahdaerahadalahBupatisebagaiunsurpenyelenggarapemerintahan

daerah yang memimpinpelaksanaanurusanpemerintahan yang 

menjadikewenangandaerahotonom. 

3. BupatiadalahBupatiBulukumba. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ 

pengguna barang. 

5. DinasadalahDinasKesehatanKabupatenBulukumba. 

6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas 

adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan. 

7. Jaringan Puskesmas adalah meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos 

Persalinan Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). 

8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah 

Program Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah 

untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak 

diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya 

dibayar oleh pemerintah. 

9. Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat 

BPJS kesehatan adalah badan hukum yang membentuk untuk 

menyelanggarakan Program Jaminan Kesehatan. 



 
 
 
 
 
 

10. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan yang 

diselenggarakan pada Jaringan Puskesmas. 

11. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat (FKTP) 

adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan 

perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, 

diagnosis, perawatan, pengobatan, pengobatan dan/ atau pelayanan 

kesehatan lainnya. 

12. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar 

dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa 

mempertimbangkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang 

dibayarkan oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS 

Kesehatan) cabang Bulukumba ke Rekening masing-masing Bendahara 

JKN Puskesmas. 
 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
 

(1) Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah menjamin terselenggaranya 

pelayanan kesehatan bagi setiap masyarakat/peserta Jaminan Kesehatan 

Nasional. 

(2) Tujuan dari peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pemanfaatan dan 

atau penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa 

Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bulukumba. 

 

BAB III 

PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN 

Pasal 3 

 

(1) Dana Kapitasi yang oleh FKTP dari BPJSkesehatan dimanfaatkan 

seluruhnya untuk: 

a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan 

b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. 

(2) Alokasidanakapitasiuntukpembayaranjasapelayanankesehatansebagaima

nadimaksudpadaayat (1) huruf a, untuktiapFasilitasPelayananKesehatan 

Tingkat PertamaKabupatenBulukumbaditetapkansebesar 60% 

(enampuluhpersen)daripenerimaandanakapitasi. 

(3) Alokasi danakapitasiuntuk pembayaran dukungan biaya operasional 

pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 



 
 
 
 
 
 

ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari penerimaan dana 

kapitasi. 

(4) Alokasi Dana Kapitasi sebagaimanadimaksudpada pada ayat (2) dan ayat 

(3) tertuang dalam Dokumen Penggunaan Anggaran pada Program Jaminan 

Kesehatan Nasional Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 

Anggaran 2016. 

BAB IV 

BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN 

Pasal 4 
 

(1) Alokasidanakapitasiuntukpembayarandukunganbiayaoperasionalpelayan

ankesehatanpadaFasilitasPelayananKesehatan Tingkat 

PertamaKabupatenBulukumbasebagaimanadimaksudPasal 3 ayat 

(3)ditetapkansebesar 40% (empatpuluhpersen) terdiridari: 

a. Obat, AlatKesehatandanBahanMedisHabisPakaisebesar 5% (lima 

persen); dan 

b. Dukungankegiatanperasionalpelayanankesehatanlainnyasebesar 35% 

(tigapuluhlimapersen). 

(2) Dukungankegiatanoperasionalpelayanankesehatanlainnyasebagaimanadi

maksudpadaayat (1) huruf b, meliputi: 

a. upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif,  

preventif,kuratif, danrehabilitatiflainnya, untuk  kegiatanini  dana  

yangadadapatdibelanjakanseperti biaya makan/minum, jasa profesi  

Narasumber,fotocopybahan,serviceringanalatkesehatan,danperjalanan

; 

b. kunjungan rumah dalamrangkaupaya kesehatan  perorangan, 

danayangadaantaralaindapat dibelanjakan   seperti  perjalanan,  uang  

harian; 

c. operasional untuk  puskesmas keliling,dana yang  ada antara lain 

dapat dibelanjakan   seperti   Bahan   Bakar Minyak     (BBM),    

penggantian    Oli,    Suku   Cadang kendaraan  pusling; 

d. bahan   Cetak   atau   alat   tulis   kantor; dan 

e. administrasi  keuangan   dan   sistem   informasi,dana  yang   ada  

antara   lain    dapat    dibelanjakan  seperti   perjalanan,  uang   

harian,  foto  copy    bahan,   belanja   piranti  keras  dan   piranti  

lunak   dalam   mendukung   implementasi  sistem  informasi  JKN, 

biaya operasionalsistem  informasi. 
 

BAB V 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 



 
 
 
 
 
 

Pasal 5 
 

PembinaandanpengawasanpelaksanaanPeraturanBupatiinidilakukanolehDinas

KesehatanKabupatenBulukumbadanKepala FKTP 

secaraberjenjangdansecarafungsionalolehAparaturPengawasanInstansiPemerin

tahKabupatenBulukumbasesuaidenganketentuanperaturanperundang-

undangan. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

 

PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkanpengundanganPeraturanBupatiinidenganpenempatannyadala

mBerita Daerah KabupatenBulukumba. 

 

Ditetapkan di Bulukumba 

Padatanggal 14 Maret 2016 

BUPATI BULUKUMBA, 

 

 

A. M. SUKRI  A. SAPPEWALI 

 

Diundangkan di Bulukumba 

Padatanggal 14 Maret 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA 

 

A. B. AMAL 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2016 NOMOR 18 

 

 


